SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP UNSUR
MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PUTUSAN NOMOR 04/Pid.Sus-
TPK/2018/PN.Pdg DAN NOMOR 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg DI PENGADILAN
TINDAK PIDANA KORUPSI PN PADANG

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas
Oleh:

ABDUL MALIK ZAKY REPDEMEN
1610112094

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK V)

UNIVERSITAS ANDA|AS

Dosen Pembimbing:
1. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.H

2. Riki Afrizal, S.H., M.H
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2020

No. Reg. 22/PK-1V/111/2020



No. Alumni Universitas: Nama Mahasiswa: No. Alumni Fakultas:
ABDUL MALIK ZAKY REPDEMEN

|| a) Tempat/Tanggal Lahir; Padang/ 25 Juli 1998 f) Tanggal Lulus : 29 Juli 2020

' b) Nama Orang Tua: Muslim dan Wilda g) Predikat Lulus : Dengan Pujian

| c) Fakultas : Hukum h) IPK : 3.56

| d) Program Kekhususan : Hukum Pidana 1) Lama Studi : 4 Tahun 0 Bulan

El ¢) No. BP : 1610112094 J) Alamat : Komp. Bumi Lareh Permai Blok. C/9,
‘ Kota Padang

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP UNSUR MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU

ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PUTUSAN NOMOR

04/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg DAN NOMOR 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg DI PENGADILAN TINDAK PIDANA
KORUPSI PN PADANG

Abdul Malik Zaky Repdemen, 1610112094, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 87 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 04/Pid Sus-TPK/2018/PN.Pdg dan Nomor
27/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg memiliki perbedaan tolak ukur dalam mempertimbangkan dan menafsirkan unsur memperkaya
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tersebut terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi yang merupakan rumusan paling abstrak diantara rumusan-rumusan lainnya sehingga dapat menimbulkan
ketidakpastian hukum. Oleh karena itu penelitian ini berusaha mendeskripsikan 1) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam
Putusan Nomor 04/Pid. Sus-TPK/2018/PN.Pdg dan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
PN Padang?, 2) Bagaimanakah penafsiran hakim terhadap unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg dan Nomor 27/Pid. Sus-TPK/2018/PN.Pdg di
Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi PN Padang?. Metode penelitian dalam skripsi ini secara Yuridis Normatif serta
penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian di dalam skripsi ini yaitu 1) Pada Putusan Nomor 04/Pid.Sus-
TPK/2018/PN.Pdg tidak menguraikan unsur “menganjurkan” yang dikaitkan hakim sehingga terdakwa tidak terbukti melakukan
perbuatan pada unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut. 2) Majelis Hakim pada Putusan
Nomor 04/Pid. Sus-TPK/2018/PN.Pdg bertolak ukur pada banyaknya jumiah penambahan kekayaan yang diperoleh dan dinikmati
oleh terdakwa. Sedangkan pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018?PN.Pdg dalam menafsirkan unsur “memperkaya” yaitu
apabila penambahan kekayaan tersebut secara melawan hukum atau penambahan kekayaan secara tidak sah dan telah memenuhi
salah satu kriteria perbuatan melawan hukum, serta telah menikmati penambahan kekayaan (yang tidak sah) tersebut secara
pribadi. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyarankan agar Majelis Hakim selalu memberikan pertimbangan dengan
alasan yang jelas dengan menguraikan fakta-fakta di persidangan dan penafsiran yang tepat terkait unsur yang akan dibuktikan
oleh hakim serta menyarankan lembaga negara yang berwenang dalam membuat undang-undang untuk merevisi UU PTPK atau
memberikan penjelasan mengenai unsur memperkaya tersebut di dalam UU PTPK.
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